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Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat
dengan MLA merupakan sistem kerjasamainternasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan
kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-
kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak.
Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana,
yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem
ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil
korupsi di Indonesia,

Berkenaan dengan penyusunan tesis ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan sistem bantuan timbal balik
antarnegara di Indonesiadari 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik sebagal sistem
yang mendukung proses penegakan hukum; Kedua, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir
dari hubungan antarnegara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; K etiga, Hubungan antar
kewenangan penegakan hukum hams lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal
balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (extraordindry crime); dan Keempat, adalah
bentuk sistem bantuan timbal batik yang menekankan pel aksanaannya pada perjanjian dan resiprositas
sebagai perwujudan Good Governance. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah
yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di
Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pel aksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan
pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai
suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini.
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